
Menimbang 

SALINAN 

..... '""" 4 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

P£RATURAN GUBEJ<NUR PAPUA RARAT 
NOMOR 11 TAHUN 2022 

TENTANC 

RENCANA Kr:HUTANA.N T!NGKJ\T 
PROVINS! l'Al'UA IlARAT TAHUN 2022-204 l 

Dl<:NCAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA RSA 

GUDERNUR l'Al'UA DARAT, 

a bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) 
Peraturan l'cmcrintah 23 Tahun 2021 tcntang 
Pcnyetenggaraan Kehutanan, penyusunan Rencana 

Kchutanan Tingkat l'rovinsi dilakukan oteh iostansi 

Kehutanan provtnsi dan disahkan oleh Cubemur; 
b. bahwa Rencana Kehutanan Tingkat Provins! Papua 

Barnt Tahun 2022-204 1 mengacu pada Rencana 
Kehutnnan Tingkar Nasional Tahun 2011-2030 

sebagai pcdoman dalam pcmbangunan kehutanan dan 

pembangunan diluar kehutanan yang mcnggunakan 
kawasan hutan serta pcrkiraan kontribusi scktor 
kchutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 
tahun; 

c. hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksucl dalam huruf a dan b pcrlu menetapkan 
Peraturan Culx:mur tentang Rencana Kehutanan 

Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022·204 I; 

Mcngingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

Konservast sumter Daya Alam 
1990 tcntang 

Hayatt daa 
Ekosistemnya (Lembanm Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lcmbaran Negar-J 



Republik Indonesia Nomor 3419); 
2. undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 1()7, Tambahan J..embaran Negara 

Nomor 3888) scbagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor l9 Tahun 2004 tentang 
Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang Pcrubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tcntang 
Kehutanan Menjadi Undang-undang [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Ncgar.i Rcpublik Indonesia 

Nomor 29); 

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi 

Irian Jaya Ilarat, Kabupaten Paoiai, Kabupaten 
Mimika, Kabupaten Puncak .Jaya, dan Kota scrong 

(Lcmbaran Negara Rcpublik Jndonesia Tabun J 999 

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3894] sebagaimana telah diubah 

dengan U ndang,lJndang Nomor 5 Tahun 2000 ten tang 

Peru bahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
lQ()() tentang Pembentukan Provinsi lriaa Jaya 

Tc;ngah, Provinsi Irian .Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 

Kabupatcn Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota 

Sorong [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpu blik Indonesia Nomor 3960); 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) scbagaimana tclah diubah bcberapa kali 
tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang 
Nomor 21 Tahun 200 l tentang Otonomi Khusus Bagi 

Provinsi Papua [Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 



Republik Indonesia Nomor 3419); 
2. Undang·Undang Nomor 41 Tahun 1999 tenrang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Ncgam 
Nomor 3888) scbagaimana tetah diubah dcngan 

Undang-undang Nomor 19 Tahtrn 2004 tentang 

Penciapan Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang­ 

Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lcmbaran 
Negara l{cpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor29); 

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi lrian Jaya Tengah, Provinsi 

lrian .Jaya Barnt, Kabupaten Paniai, Kabupatcn 
Mimik:1, Kabupaten l'uncak Jaya, dan Kota Sorong 
[Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun JWJ 
Nomor 173, 1'ambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 3894) scbagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tcntang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 tentang Pcmbcntukan Provinsi lrian Jaya 

Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, 
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan i,;ota 

Sorong (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

'./.000 Nomor 72, Tambahan J.embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3960); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tcntang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (J.embaran 
Negara J.lepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran NP.gara J.lepublik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana tclah diubah bcberapa kali 
rernkhir dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

Tcntang Pcrubahan Kedua Alas Undang-Undang 

Nomnr 21 Tahun 2001 tentang Otouomi Khusus Hag; 
Provinsi Papua (Lcmbaran Negara Republik lndoncsia 



Tahu n 202 I Nomor 155, Tarnbahan l.embaran Nc:g-.rr-J 
Republik Indonesia Nomor 6697); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang 
Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan ,.,,mbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tcntang 
Penataan l<uang [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan llidup 
[Lcrnbaran Nega"' Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, 1'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor ,,05<l); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
l'ern bentukan Pcrnturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 52:H) sebagaimana Lelah diubah 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 20 l 9 tentang Peru bahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 'l'ahun 2011 ten tang Pembentukan 

l'eraturan Perunrlang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 20 J 9 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Ncg;,rJ Republik Indonesia 
Nomor 63981; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerimahan Dacrah [Lembaran Negar-« J<cpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahun 
l.embaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5.587) 

sebagaimana tclah diubah beberapa kali tcrakhir 

dcngan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kcrja (tembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.573); 



10. Undang-Undang Cipta Kcrja Nomor 11 Tahun 2020 

(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 teutang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan l.emharan Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan 

Pcraturan Pcmcrintah Nomor 13 Tahun 2017 tcntang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 t.entang Renc:ana Tata Ruang Wila:,.ih 
Nasional (Lemoaran Neg..'lr.l. Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lernbaran Negara 

Repu blik Indonesia Nomor 6042); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 201 I rentang 
Pcngelolaan Kawasan Suaka Alam Van Kawasan 

Pelestarian Alam (Lcmbaran Negara Rcpu blik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5b, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) 
sebagaimana tetan diubab dengan Peraruran 

Pcmerintah Nomor 108 Tahun 2015 tcntang 

Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 

Alam 
20 J l tentang Pengetolaan Kawasan SUaka 

Dan Kawasan Pelestarian Alam (f,,embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, 

Tamoahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5798); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang 

Penyetenggaraan Kehuranan [t.ernbaran Neg;,ra 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66.15); 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut- 
11/2006 ieutang Reucana Pembaugunan .Iangka 

Panjang Kchutanan Tahun 2006-2025; 

15. Pcraturan Mcntcri Kehutanan Nomor P.1/Mcnhut- 

11/2012 tcntang Pcdoman l'cnyusunan Rcncana 



Kchutanan Tingkat Provinsi (Berita Nc.gan, Rcpublik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48); 

16. l'craturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kebutanan 
Nornor P.4 l/MENLHK/SETJEN/KUM. l/7 /2019 
tcntang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 

20 l 1-2030 (Derita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 928); 

17. Peraturan Mcntcri Dalam N�f':ri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Pmduk llukum Daerah 
[Berita Negara 1-?epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Damm Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Pcrubahan Atas Peraturan Mentcri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tanun 2015 tentang rembcntukan Produk 
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Nomor 7 Tahun 202 l tentang Perencanaan 

Kehutanan, Perubahan Pcruntukan Kawasan Hulan 

Dan Pcruhnhnn Fungsi Kawasan Hutan, Serta 
Penggunaan Kawasan hutan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 322); 

19. Peraturan Menteri Lingkungun llidup Dan Kehutanan 

Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata butan dan 
penyusunan rencana pcngclolaan hutan, serta 

pemanfaatan nutan di hutan lindung dan hutan 
produksi [Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 319); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SUsunan 
Pcrangkat Daerah [Lernbaran Daerah Provinsi Papua 

Oarat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan l.embaran 

Dacrah Provinsi Papua Uarat nomor 91) scbagairnana 

telah diuhah dengan f'cr<1turan Uaerah Provinsi Papua 
Baral Nomor l Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

l'eraturan Daerah Provinsi Papua Harat Nomor 7 
T.:Jhun 2016 h-:nlang Pcmbcnrukan dan SUsu.nan 



Perangkat Daerah (Lcrnbaran I >aerah l'rovinsi Papua 
f.larat Tahun 2019 Nomor 1); 

21. Peraruran Daerah Khu,;u,; !'rovinsi Papua Barat 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pcmbangunan 
/:lerkelanjutan di Provinsi Papua Baral (Lembaran 

l>aerah Provinsi Papua I3arat Tahun 2019 Nomor 10 

Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Papua Darat 

Nomor 98); 

22. Peraturan Gubemur Papua Baral Nomor 41 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 
Dinas Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor41); 

MRMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TEN1'ANG REN CANA 
Kt,;HUTANAN TINGKAT PROVINSJ PAPUA BARAT TAHUN 

2022-2041 

OAl3 I 

KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraiuran Gubernur ini yang dimaksud dcngan: 
1. Provinsi adalah Provinsi P·...1pua Har-at. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pernerintah Provinsi Papua uarat. 
3. Oubemur adalah Gubemur Provinsi Papua Barat, 

4. Dinas adalah Dinas Kchutanan Provinsi Papua Uarat yang 

ruenyetengarakan urusan pemerlntah bidang kebutanan, 

5. Rene;ana Kehuranan Tingkat Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041 

yang selanjutnya disebut �KTP P,1pua Karat Tahun 2CY.l2-204 l adalah 
rcncaria }'.),_ng bcrisi nr-aha n-arnjaan majcro pcmanfaaran dao penggunnan 

spasial atau ruang dan potcnsi kawasan hutan untuk pembangunan 
kehutanan dan pembangunan di Juar kehutanan yang menggunakan 
kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sekior kehutanan di wilayall 

Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. 



Pasal 2 

RKTP Papua Baral 2022-2041 scbagairnana dimaksud dalarn Pasal 1 disusun 
scbagai acuan: 

a. penyusunan Rencana Pengclolaan Hulan di tingkat Kesatuan 
Pengelolaan Hutan: 

b. penyusunan Rcncara Strntegis llinas Kehutanan Provinsi Papua Barut 

dau Unit Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat; 

c. Penyusunan Rencana/Program Pcmbangunan Daerah l:lidang 
Kehutanan cii Provins! Papua Baral; 

d. Koordinasi perencanaan antar sektor dan antar instansi Kchutanan 
Pu Hat dan Dacrah di Provinsi; dan 

e. pengedalian kegiatan pembangunan kchutanan, kesatuan pcngelolaan 
hutan dan unit petaksana Leknis Kcmcntrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan di Provin si Papua Barat. 

Pasal 3 

�KT!' Papua Barat Tahun 2022-2041 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan pemanfaaian kawasan 
hutan di Provlnsi Papua Barut. 

Oi\13 II 

J<KNCANA KEHUTANAN TlNGKAT PROVINS! PAPUA 8ARI\T 2022-2041 

Pa5<1.I 4 

(1) RKTP Papua Ilarat 2022-204 l disusun dengan sistematika sebagai 
beritkut: 

Pendanuluan 
Potensi dan Rcalitas 

Arahan Indikatif Kchijaf..-an Pengurusan Hutan Provinsi 

PapuaBarot 
d. BAB fV Visi dan Mi�i Pengurusan Hutan Provinsi 
e. BAB V lndikasi xekuarcn, Kclemahan, Ancaman dan Peluang 
f. RAR VT Kebijakan dan Strategi 
g. BAB VII Kontrihusi Manta.at Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan 

Sektor Kehutanan Pada Pembangunan Provinsl 
h. OAfl VIII l'r.nntnp 

2) �KTP Papua Baral. Tahun 2022-204 l sebagaimana dimaksud pada ayar 

h. HAH II 

H. H!IH I 

c. BAB 111 
































































































































































































































